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ORINEWS.id – Presiden Prabowo Subianto diminta mengindahkan
TAP  MPR  Nomor  11/1998  yang  berisi  tentang  perintah  untuk
menyelenggarakan  pemerintahan  yang  bersih  serta  bebas  dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi
Rakyat (SDR), Hari , terkait dugaan keterlibatan Menteri Desa
dan  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  (PDTT),  Yandri  Susanto,
dalam pemilihan Bupati Serang dalam Pilkada 2024.

“Apakah masih berfungsi dan menjadi kesepakatan bersama bagi
pemangku kebijakan saat ini atau hanya omon-omon belaka? Kalau
memang TAP MPR tersebut serius dilaksanakan tentunya situasi
yang  terjadi  tidak  serusak  saat  ini.  Wajar  kalau
#IndonesiaGelap muncul karena menceritakan kondisi saat ini,”
kata Hari kepada RMOL pada Selasa, 25 Februari 2025.
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Lanjut Hari, Presiden Prabowo harus bersikap sesuai peraturan
yang ada dan TAP MPR No 11/1998 menjadi rujukan.

“Prabowo harus segera bertindak, apalagi 100 hari kerjanya
harapan  rakyat  begitu  besar,  tapi  hasilnya  belum
menggembirakan.  Sepertinya  terbebani  oleh  peninggalan
oligarki,” tutur Hari.

Mahkamah  Konstitusi  (MK)  sebelumnya  memutuskan,  pemilihan
Bupati  dan  Wakil  Bupati  Serang  2024  harus  diulang  karena
terbukti terjadi pelanggaran netralitas aparat desa.

Dalam putusan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah
(PHPU Kada) Kabupaten Serang untuk perkara nomor 70/PHPU.BUP-
XXIII/2025, MK mencermati ada keterlibatan Menteri Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT), Yandri Susanto, dalam
kemenangan  pasangan  nomor  urut  2,  Ratu  Rachmatuzakiyah-
Muhammad Najib Hamas.

Menteri Yandri merupakan suami dari Ratu Rachmatuzakiyah.

Hakim  Enny  mengatakan,  Ratu  terbukti  melibatkan  dan
memanfaatkan  jabatan  suaminya  sebagai  Mendes  PDTT.

“Pelanggaran  itu  menyebabkan  keberpihakan  kepala  desa  yang
terjadi  secara  masif  di  sejumlah  desa  yang  tersebar  di
kecamatan di Kabupaten Serang,” kata Enny, saat membacakan
putusan MK, Senin 24 Februari 2025.

Maka dari itu, MK memutuskan Pilbup Serang 2024 harus diulang
karena menyatakan dalil yang diajukan Pemohon, yakni pasangan
Cabup dan Cawabup Serang nomor urut 1, Andika Hazrumy-Nanang
Supriatna, kuat.

MK berpendapat, ada keterlibatan struktur aparat pemerintahan
desa  yang  berkaitan  erat  dengan  tindakan  atau  perbuatan
Yandri.

“Memerintahkan  KPU  Kabupaten  Serang  untuk  melaksanakan  PSU
(pemungutan suara ulang) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
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Serang Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang,” sambung
Ketua MK, Suhartoyo.

Sebelumnya,  pasangan  Ratu-Najib  dinyatakan  menang  dengan
meraih  598.654  suara.  Sementara  pasangan  Andika-Nanang
memperoleh 254.494 suara, sebagaimana SK KPU Serang Nomor 2028
Tahun 2024. []
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